BAB IV
PENGEMBALIAN DANA TABARRU BAGI PESERTA
ASURANSI SYARI’AH YANG BERHENTI SEBELUM MASA

PERJANJIAN BERAKHIR DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Pandangan Islam tentang Pengembalian Dana Tabarru’ Bagi
Peserta Asuransi Syari’ah yang Berhenti Sebelum Perjanjian
Berakhir

Agama Islam menuntut supaya umat islam berbuat kebajikan,
saling bekerja sama dan tolong menolong dalam perkara-perkara yang
baik serta dalam meningkatkan ketakwaan. Saling bekerja sama dan
tolong menolong dalam bentuk harta merupakan salah satu perbuatan
yang sangat dicintai oleh Allah SWT karena hal itu akan membawa
kepada kesejahteraan dan kemakmuran kaum muslimin seluruhnya.

Bentuk dan cara untuk saling bekerjasama dan tolong menolong dalam

hal harta benda seperti zakat, wakaf, sodagoh, hibah yang kesemuanya

didasarkan atas niat ikhlas semata-mata demi untuk mendapatkan
keridhaan Allah SWT tanpa mengharapkan balasan dari harta yang

telah diberikan.*

! Nurul Ichsan Hasan, Pengantar Asuransi Syariah, (Jakarta: Referensi,
2014), h. 72
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Akad tabarru’ (gratuitous contract) adalah segala macam
perjanjian yang menyangkut not-for profit transaction (transaksi
nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk
mencari keuntungan komersil. Akad tabarru’ dilakukan dengan tujuan
tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (tabarru’ berasal dari
kata birr dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad
tabarru’, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak
mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalan dari
akad tabarru’ adalah dari Allah Swt., bukan dari manusia.?

Namun demikian, salah satu pihak dapat mengenakan biaya
untuk sekedar menutupi biaya yang muncul akibat transaksi.® Contoh
akad-akad rabarru’ adalah gardh, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah,
wadi’ah, hibah, waqf, shadagah, hadiah dan lain-lain.* Akad tabarru’
pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan
tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta dan bukan untuk
tujuan komersil.> Dalam akad tabarru’ ini pihak yang terlibat

sesungguhnya tidak di syaratkan dan diperbolehkan untuk

2 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan,(Jakarta:
Rajagrafindo Perada, 2011), cetakan kedelapan, h. 66

® Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta:
Zikrul Hakim, 2003), h. 13

* Adiwarman A. Karim, Bank Islam...,h. 66

*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Realisasi Akad Tabarru” http://pa-
purworejo.go.id/ web/tinjauan-hukum-islam-terhadap-realisasi-akad-tabarru/, diunduh
pada 18 juli 2017, pukul 22:26 WIB


http://pa-purworejo.go.id/%20web/tinjauan-hukum-islam-terhadap-realisasi-akad-tabarru/
http://pa-purworejo.go.id/%20web/tinjauan-hukum-islam-terhadap-realisasi-akad-tabarru/
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menghendaki imbalan dan balas jasa dari hasil usaha yang
dilakukannya. Namun dalam upaya untuk menutupi biaya dan
pengeluaran materi yang telah dikeluarkan akibat transaksi dan akad
ini, pihak yang bertabarru’ boleh memenita biaya (cover the cost).®
Tabarru’ secara fighiyah masuk ke dalam kategori akad hibah.
Dalam salah satu definisi hibah dikatakan:
T Js il anliad) UG ¢35 o oW 3l L Y

“Hibah dengan pengertian umum adalah berderma atau bertabarru’
dengan harta untuk kemaslahatan orang lain dalam kondisi hidup.”

Tabarru’ merupakan hal yang sangat penting dalam akad
asuransi syari’ah. Hal ini karena dasar akad dari sistem operasional
asuransi syariah berpijak pada akad tabarru’. Tabarru’ sebagaimana
telah dijelaskan sebelumnya, merupakan bagian dari akad hibah.’

Hibah mencakup hadiah dan sedekah. Hal ini dikarenakan,
keduanya menyerahkan kepemilikan barang tanpa ada pengganti
semasa hidup sebagai ibadah sunah, sekalipun dalam ketiga istilah ini
terdapat perbedaan dari segi makna dan hukum. Perbedaan-perbedaan

tersebut adalah sebagai berikut:

® Sumar’in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2012), h. 14

’ Agus Edi Sumanto, dkk, Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah,
(Bandung: Salamdani, 2009), h. 71
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a. Hibah berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan di atas
bersifat umum, baik dari orang kaya kepada orang fakir ataupun
sebaliknya. Tujuannya adalah untuk memperoleh padhala di
akhirat ataupun tidak dan barang yang dihibahkan itu berpindah
kepada orang yang menerima hibah atau tidak

b. Sedekah, secara lahiriah, adalah memberikan sesuatu kepada
orang yang membutuhkan untuk mendekatkan diri kepada Allah
agar memperoleh pahala di akhirat kelak.

c. Hadiah, secara lahiriah, adalah memberikan seuatu kepada
seseorang karena rasa cinta ataupun karena kedkatan galibnya
barang yang dihadiahkan berpindah ke tempat penerima
barang.?

Perbedaan lainnya dikatakan sebagian ulama sebagaimana
dikutip Abdul Aziz Muhammad Azzam, setiap hadiah dan shadagah
adalah hibah dalam arti bahasa dan tidak semua hibah dikatakan
shadagah dan hadiah. Perbedaan ini akan terlihat antara shadagoh dan
hadiah dalam hal sumpah, siapa yang bersumpah untuk tidak

bershadagah tidak dianggap melanggar sumpah jika dia memberi hibah

®Musthafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah Menjalin
Kerjasama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam,
Penterjemah Fakhri Ghafur, (Jakarta: Hikmah, 2010), h. 94
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atau hadiah, atau ia bersumpah tidak memberi hadiah, maka tidak
melanggar sumpah jika dia memberi shadagah atau hibah. Mayoritas
ulama ketika membahas hibah itu di dalamnya tercakup juga
oembahsan hadiah, shadagah, dan ‘athiyah. Dari segii hukum, rukun
dan syaratnya adalah sama. Namun keutamaan (fadhilah) shadagah
sebagaimana dikemukakan lbnu Qudamah lebih banyak dari keutamaan
hibah, dan yang lainnya termasuk hadiah, dan “athiyah.’

Akad tabarru’ (hibah) digunakan dalam hubungan antara
sesama pemegang polis dimana peserta memberikan hibah yang akan
digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Oleh
karenannya, antar pemegang polis saling menanggung setiap risiko
yang ada, bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Di antara
sesama pemegang polis berlandaskan risk sharing. Hubungan
pemegang polis dengan perusahaan asuransi menggunakan akad tijarah
(Mudharabah/ Musyarakah,wakalah bil ujrah), di mana perusahaan
bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai
shahibul mal (pemegang polis). Perusahaan asuransi berperan sebagai
underwriter dan administrator, collector dan fund manager. Kontribusi

dari pemegang polis bukanlah dianggap sebagai pendapatan.

° Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2016), h. 122
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Perusahaan asuransi akan mendpatkan management fee dari fungsinya
sebagai administrator. Dari pemanfaatan dana tabarru’/ pool of hibah
fund perusahaan akan mendpatkan bagi hasil atau fee.*

Syaikh Husain Hamidi Hisan, menggambarkan ‘“akad-akad
tabarru” sebagai cara yang disyariatkan islam untuk mewujudkan
ta’awun dan tadhamun. Dalam akad tabarru’ orang yang menolong dan
berderma (mutabari’) tidak berniat mencari keuntungan dan tidak
menuntut “pengganti” sebagai imbalan dari apa yang telah ia berikan.
Karena itulah akad-akad tabarru’ ini dibolehkan. Hukumnya
dibolehkan karena jika barang atau orang yang diberi derma tersebut
dengan sebab gharar atau jahalah atau sebab lainnya maka tidak akan
merugikan dirinya, karena ia (orang yang menerima pemberian atau
derma tersebut) tidak memberikan pengganti sebagai imbalan derma
yang diterimanya.*

Dalam pelaksanaan operasional asuransi syariah, terdapat
beberapa kendala yang ditimbulkan baik adanya defisit underwriting di
dalam internal perusahaan ataupun kendala yang ditimbulkan oleh

pemegang polis. Dalam mengatasi defisit underwriting dana tabarru’.

10 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2010), cetakan kedua, h. 265
1 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah...,h. 38
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perusahaan asuransi syariah akan meminjam dana berupa dana gardh
yang akan dipakai untuk menutupi beban yang ditimbulkan yang terjadi
akibat adanya defisit underwriting. Ada dua akad yang digunakan
dalam investasi produk-produk asuransi jiwa yang mengandung unsur
tabungan, yaitu akad mudharabah untuk transaksi investasi modal
perusahaan, dan apeserta, dan dana tabarru’, yang diinvestasikan
secara langsung ke bank-bank syariah, obligasi, dan pasar modal.*?

Dari hasil investasi pada dana fabarru’ perusahaan akan
membayar dana gardh yang telah dipinjamnya ketika mendpatkan
surplus underwriting dari dana tabarru’ tersebut. Kendala yang
ditimbulkan oleh pemegang polis adalah, para peserta asuransi gagal
membayar premi, yang berakibat pada penghentian sementara polis
asuransi dan peserta berhenti menjadi peserta asuranasi sebelum masa
perjanjian berakhir. Ketiak peserta berhenti dari polis asuransi, pihak
asuransi akan mengembalikkan sejumlah dana tijarah yang telah di
setorkan oleh peserta, termasuk hasil investasi. Dalam kondisi tertentu
peserta yang berhenti juga meminta kembali dana fabarru’ yang pada
awalnya di niatkan untuk kebaikan semata. Dalam hal ini pihak

asuransi akan menjelaskan terlebih dahulu Kketika peserta akan

12 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah...,h. 218



72

mengikuti sebuah polis asuransi, ketika proses underwriting pihak
asuransi akan menjelaskan hak dan kewajiban peserta dan juga
perusahaan asuransi sebagai mudharib, termasuk pengelolaan dana
tabarru’.

Meskipun demikian dalam pelaksanaan pada Asuransi Syariah,
dana rabarru’ tersebut dapat dikembalikan kepada para peserta sesuai
dengan underwriting yang dilakukan antara eserta dan perusahaan
Asuransi. dana fabarru’ seperti halnya hibah bagi peserta asuransi
syariah, terkadang ada beberapa peserta yang berhenti menjadi anggota
asuransi meminta kembali dana fabarru’(Dana Hibah). Dalam Hukum
Perdata Islam, penarikan kembali atas sesuatu pemberian (hibah)
adalah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah
tersebut terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri.
Adapun hibah yang boleh ditarik kembali hanyalah hibah yang
dilakukan atau diberikan orang tua kepada anaknya.*®

Dalam riwayat yang lain, lbnu Umar dan Ibnu Abbas

mengemukakan bahwa Rasulullah SAW. pernah berkata:

13 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,
(Jakarta: Kencana, 2012), cetakan ketiga, h. 139
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Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin
Basysyar; telah menceritakan kepada kami lbnu Abu 'Adi dari Husain
Al Mu'allim dari 'Amr bin Syu'aib; telah menceritakan kepadaku
Thawus dari Ibnu 'Umar dan lbnu Abbas - keduanya memarfukkan
hadits ini- ia berkata, "Tidak halal bagi seseorang untuk memberikan
pemberian kemudian ia menariknya kembali. Kecuali bagi seorang
bapak terhadap apa yang diberikannya pada anaknya. Dan
perumpamaan seorang yang memberikan pemberian, lalu ia
menariknya kembali, adalah seperti seekor kambing yang makan
hingga kekenyangan dan muntah, lalu memakan muntahannya
kembali." Abu Isa berkata; Ini adalah hadits Hasan Shahih. Asy Syafi'i
berkata, "Tidak halal, bagi seorang yang telah menghibahkan sesuatu,
lalu ia menariknya kembali. Kecuali bagi seorang bapak, maka ia
boleh mengambil kembali apa yang telah diberikannya pada anaknya."
Kemudian ia berdalik dengan hadits ini.”

Bahwa tidak halal bagi seorang muslim yang memberikan suatu
pemberian kemudian dia meminta kembali pemberiannya itu, kecuali
orang tua dalam suatu pemberian diberikan kepada anaknya, hadis ini
dinilai shahih oleh At Tirmidzi, lbnu Hibban dan Al-Hakim, An Nasa’
dan Ibnu Majah. Imam Malik dan Jumhur Ulama Madinah berpendapat

bahwa ayah boleh mencabut kembali apa yang dihiahkan kepada

% HR. Tirmidzi No. 2058
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anaknya, selama anak itu belum kawin, atau belum memmbuat utang
dan belum terkait hak orang lain atasnya. Sementara itu Imam Ahmad
dan Fugaha Zahiri berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mencabut
kembali apa yang telah dihibahkannya.®

Menurut Ulama Mazhab Hanafiah, tetapnya hukum hibah tidak
bersifat mengikat. Jika penerima hibah sudah mengambil harta yang
dihibahkan kepadanya dengan cara yang sah, secara asal, ia sudah
memiliki barang tersebut secara tidak mengikat. Artinya, pemberi hibah
berhak memintanya kemballi dan menetapkannya menjadi kepemilikan
terikat. Mereka berargumentasi dengan:

1. Al-Qur’an
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Artinya: "Apabila  kamu  dihormati  dengan  suatu
penghormatan, maka hendaklah penghormatan itu dengan yang
lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah
memperhitungkan segala sesuatu, ”(QS An-Nisa’ (4): 86)

2. Sunnah
Ibnu Majah meriwayatkan Hadis dari Abu Hurairah ra.,

bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

15 Abdul Manan, Aneka Masalah....h. 140
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Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad
dan Muhammad bin Ismai keduanya berkata; telah menceritakan
kepada kami Waki' berkata, telah menceritakan kepada kami
Ibrahim bin Isma'il bin Mujammi’ bin Jariyah Al Anshar dari Amru
bin Dinar dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu
‘alaihi  wasallam bersabda: "Seseorang lebih berhak atas
pemberiannya selagi ia menguasainya (belum memberikannya
kepada yang lain)."

Seseorang berhak atas harta yang ia hibahkan selam ia
belum diberi balasan atas hibahnya tersebut” Imam Hakim
meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar ra. Dari Nabi Saw, ia bersabda,
“Siapa yang menghibahkan sesuatu, maka ia paing berhak atas
harta hibahnya tersebut selama pemberiannya belum dibalas”.
Maksudnya, belum diberi imbalan atas hibahnya. Nabi Saw.
menjadikan pemberi hibah sebagai orang yang paling berhak atas

barang hibahnya selama tidak ada imbalan yang diberikan

kepadanya. Inilah yang menjadi ketetapan dalam masalah ini.

1 HR. 1bnu Majah No. 2378
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3.

Iima’

Diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Umar,
Abu Al-Darda’, Fadlalah bin Ubaid, dan yang lainnya, mercka
berpendapat demikian.

Selain itu, tidak diriwayatkan bahwa sahabat lain
menyalahinya. Oleh karena itu, hal ini menjadi kesepakatan
diantara mereka.

Logika

Terkadang, mendapatkan imbalan menjadi tujuan dari
memberi hibah kepada orang lain, namun terkadang semata untuk
berbuat baik dan memmberinya hadiah. Di lain waktu, terkadang
seseorang menghibahkan sesuatu yang secara adat dan kebiasaan
harus dibalas sehingga orang yang diberi hibah dituntut untuk
memberikan hibah balasan."’

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam pasal
864, “peng-hibah dapat menarik kembali barang hibah-nya setelah
penyerahan  dilaksanakan, dengan syarat si  penerima
menyetujuinya. Jika si penerima tidak menyetujuinya, pemberi

hibah bisa mengadukannya ke pengadilan, dan pengadilan berhak

7 Mustahfa Dib Al-Bugha, Buku Pintar...,h. 130
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membatalkan pemberian hibah itu jika tidak ada larangan-larangan
yang diuraikan dalam pasal di bawah ini, tapi tidak berlaku
sebaliknya.” Dan pasal 865,” jika seseorang penghibah menarik
kembali barang hibahnya yang telah diserahkan tanpa adanya
persetujuan dari penerima hibah, atau tanpa keputusan pengadilan,
maka penghibah adalah orang yang merampas barang orang lain,
dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada di tangannya,
maka ia harus mengganti kerugian itu.*®

M.M. Billah, dalam kaitan dengan akad-akad dalam
asuransi syariah, lebih cenderung tidak menggunakan istilah
tabarru’, tapi menggunakan itilah al-musahamah (contribution/
kontribusi). Hal ini mungkin sebagai solusi dari perdebatan bahwa
dalam akad ftabarru’ tidak boleh ada pengembalian lagi
(mudharabah). Karena premi (tabarru’) sudah diikhlaskan dan
hanya mengarapkan ridha Allah SWT. Dengan melandaskan diri
pada prinsip takafuli, asuransi syariah (terutama untuk asuransi
jiwa) menerapkan dua bentuk akad di awal penerimaan premi,

yakni akad tabungan investasi dan akad kontribusi. Akad tabungan

8 A. Dzajuli, dkk, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam Zaman
Kekhalifahan Turki Utsmani Versi Mazhab Hanafi, A. Djazuli, (Bandung: Kiblat
Press Umat, 2002), h. 196
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investasi berdasarkan prinsip al-mudharabah, sementara kontribusi
berdasarkan prinsip hibah ini dilakukan secara berjamaah dan
mengandung efek saling menanggung. Besarnya hibah sekitar 5%
dari total premi, selebihnya (95%) akan masuk ke dalam tabungan
investasi nasabah. Perusahaan asuransi syariah akan menempatkan
dana tabungan dan kontribusi tadi pada proyek-proyek investasi
yang halal dan menguntungkan. *°

Saat peserta mendaftar di sebuah perusahaan asuransi
syari’ah, premi peserta akan di bagi dua untuk dana penempatan
berakad tabarru’ dan yang berakad mudharabah. Melalui akan
mudharabah, perusahaan asuransi beritindak sebagai pengelola
(mudharib) dan peserta Asuransi berlaku sebagai pemegang polis
(shahibul mal). Premi yang berasal dari jenis akad mudharabah
akan diinvestasikan oleh perusahaan, dan hasil investasi tersebut
akan di bagikan kepeserta dengan porsi masing-masing yakni unsur
saving 60% peserta dan 40% perusahaan dan unsur non-saving
yakni 40% peserta dan 60% perusahaan. Sedangkan premi dari
jenis akad tabarru’ juga akan dikelola oleh perusahaan melalui

investasi berbasis syariah berupa obligasi, sukuk dan investasi

1 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah...h 44
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lainnya. Hasil investasi dana tabarru’ akan kembali masuk sebagai
dana tabarru’ yang di tunjukan untuk menolong peserta lain yang
terkena musibah. Hal ini tentu akan dilakukan oleh perusahaan
karena untuk menghindari defisit underwriting yang terjadi pada
dana tabarru’ karena beban klaim dari peserta lebih besar daripada
pemasukan dana tabarru’.

Namun apabila terjadi surplus underwriting dari
pengelolaan dana tabarru’, perusahaan akan menyalurkan dana
tersebut, utnuk menutupi pinjaman akibat defisit underwriting dana
tabarru’ berupa dana gardh, ataupun perusahaan akan memberikan
dana tersebut kepada peserta sesuai dengan kesepakatan yang telah
dibuat.

Pengembalian dana fabarru’ diperbolehkan apabila proses
underwriting peserta kolektif menyetujui pengembalian dana
tabarru’ bagi peserta asuransi ysng berhenti sebelum amasa
perjanjian berakhir dan terdapat surplus underwriting dari hasil
pengelolaan dana tabarru’. menurut Mazhab Hanafiah, untuk
mengambil kembali harta hibah, disyaratkan tidak ada penghalang
yang menghalanginya, juga disyaratkan terjadi kerelaan di antara

pemberi dan penerima atau ada ketetapan hakim. Jika syarat ini
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tidak ada, orang yang menerima hibah berhak menolak untuk
mengembalikan barang yang telah dihibahkan kepadanya. Sama
halnya dengan dana tabarru’ yang berlandaskan adanya prinsip
kerelaan dari setiap peserta. Namuun jika hal di atas tidak dapat
dilakukan, peserta tidak bisa mengambil dana tabarru’ karena
peserta sudah terlanjur menyetujui proses underwriting, yang
berarti peserta dan perusahaan sudah tunduk pada peraturan yang

mengikat kedua belah pihak.

Latar Belakang DSN-MUI mengeluarkan Fatwa tentang
Pengembalian Dana Tabarru’ Bagi Peserta Asuransi Syari’ah
Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir

DSN-MUI adalah lembaga yang membuat regulasi khusus

mengenai keuangan syariah, DSN-MUI berkewenangan membuat

fatwa yang berkaitan dengan produk-produk LKS (Lembaga Keuangan

Syariah), perbankan dan asuransi syariah. dalam pelaksanaan

operasional LKS, khususnya pada lembaga asuransi terdapat berbagai

masalah dalam pelaksanaan operasionanya. Dalam hal ini adalah

pengembalian dana tabarru’ bagi peserta asuransi syari’ah yang

berhenti sebelum masa perjanjian berakhir. Karena hal tersebut timbul

masalah hukum yang menjadi perhatian bagi LKS dan khususnya
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Asuransi Syari’ah. Oleh karena itu DSN-MUI memandang peru
menetapkan fatwa tentang pengembalian Kontribusi Tabarru’ bagi
peserta Asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir untuk
dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Perusahaan Asuransi merupakan industri jasa yang sangat
membutuhkan faktor kepercayaan. Keberadaannya tidak hanya sebagai
bentuk dari sebuah industri bisnis semata, akan tetapi merupakan salah
satu instrumen finansial kesejahteraan dan ketentraman terutama bagi
nasabahnya. Pesan kesejahteraan ini adalah tujuan utama dari janji
berasuransi. Misi ini akan menjadi absurd manakala hak nasabah atas
idemnity menjadi tidak terjamin sebagaimana yang mereka harapkan.
Janji indemnitas atau pembayaran ganti rugi setimpal terhadap nasabah
yang mendapat risiko merupakan bagian janji-janji surga dari
perusahaan asuransi.”’

Asuransi syariah memiliki beberapa ciri utama, yaitu sebagai
berikut:

1. Akad asuransi syariah adalah bersifat tabarru’, sumbangan yang
diberikan tidak boleh ditarik kembali. Jika tidak tabarru’, andil

yang dibayarkan akan berupa tabungan yang akan diterima jika

20 Desmadi Saharuddin, Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah,
(Jakarta: Kencana, 2015), h. 1
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terjadi peristiwa, atau akan diambil jika akad berhenti sesuai
dengan kesepakatan, dengan tidak kurang dan tidak lebih. Jika
lebih, kelebihan itu adalah keuntungan hasil mudharabah,

bukan riba.

. Akad asuransi ini bukan akad mulzim (perjanjian yang wajib

dilaksanakan) bagi kedua belah pihak. Hal ini karena pihak
anggota ketika memberikan sumbangan tidak bertujuan
mendapat imbalan, dan kalau ada imbalan, imbalan tersebut
didapat melalui izin yang diberikan oleh jamaah (seluruh
peserta asuransi atau pengurus yang ditunjuk bersama)

Dalam asuransi syariah tidak ada pihak yang lebih kuat karena
semua keputusan dan aturan diambil menurut izin jamaah,

seperti dalam asuransi takaful

. Akad asuransi syariah bersih dari maysir, gharar dan riba.

. Asuransi syariah bernuansa kekeluargaan yang kental !

Fatwa DSN-MUI merupakan acuan bagi pelaku bisnis asuransi

syariah, bagaiaman akad-akad akan dilakukan dalam berasuransi.

Doktor Jafri Khalil, berkaitan dengan fatwa DSN-MUI diatas,

menyimpulkan bahwa akad-akad dalam asuransi syariah tidak hanya

L M Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis

Praktis, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 217
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sebatas pada akad tabarru’ dan mudharabah saja. Beberapa akad
tijarah lainnya, seperti musyarakah, wakalah, wadiah, syirkah dan
sebagainya yang dibenarkan oleh syara’ untuk digunakan dalam

asuransi syariah.?

C. Bagaimana Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Tentang
Pengembalian Dana Tabarru’ Bagi Peserta Asuransi Syari’ah
Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir

Dalam penyusunan fatwa, DSN-MUI menggunakan metode
yang digunakan oleh komisi fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa
melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan nash qath’i, pendekatan
gauli, dan pendekatan manhaji. Pendekatan nash qath’i dilakukan
dengan berpegang dengan nash Al-Qur’an dan Hadis untuk sesuatu
masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash Al-

Qur’an ataupun Hadis secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat

dalam nassh Al-Qur’an dan Hadis maka jawabannya dilakukan melalui

pendekatan qauli dan manhaji. Pendekatan gauli adalah pendekatan
dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat

para imam mazhab dalam kitab-kitab figh terkemuka (al-kutub al-

22 \Waldi Nopriansyah, Asuransi Syariah... , h.71
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mu’tabar). Apabila jawaban permaslahan tersebut tidak dapat dicukupi
oleh nash gath’i dan juga tidak dapat dicukupi oleh pendapat kitab-
kitab figh terkemuka (al-kuutb al-mu tabarah), maka proses penetapan
fatwa dilakukan melalui metode manhaji. Metode istinbathi dilakukan
ketika tidak bisa dilakukan dengan metode ilhagi karena tidak ada
padanan pendapat (mulhag bih) dalam al-kutub al-mu’tabarah. Metode
istinbathi dilakukan dengan memberlakukan metode qgiyas, istishan, dan
saad al-dzariah.”®

Dalam menentukan sebuah hukum, komisi fatwa DSN-MUI
menggunakan dalil sebagai landasan hukum, baik dari Al-Qur’an, As-
Sunnah, ijma maupun kaidah ushul figh. oleh karena itu, untuk lebih
jelasnya penulis akan mengkaji dan meneliti kembali dalil-dalil yang
digunakan oleh DSN-MUI dalam mengambil keputusan mengenai
pengembalian dana tabarru’ bagi peserta asuransi Syariah yang
berhenti sebelum masa perjanjian berakhir, dengan rincian sebagai
berikut:

Firman Allah SWT tentang, prinsip-prinsip bermuamalah, baik

yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:

2 Mardani, Ushul Figh, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h.383
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-

janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan
kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum
sesuai dengan yang Dian Kehendaki.”(QS. Al-Maidah : 1)*

G S 1305 Gl ) VT 1935 of 23520 &7 8

Artinya: "Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan
hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan
adil, sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.
Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”(QS. An-Nisa: 58)%

£._4d
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian
memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika
berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara
kalian”(QS. An-Nisa: 29)%

24 Muhammad Shohib, dkk., Al-Qur’an dan....h. 141
2> Muhammad Shohib, dkk., Al-Qur’an dan...,h. 113
26 Muhammad Shohib, dkk., Al-Qur’an dan...,h. 107
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Firman Allah SWT tentang perintah untuk saling tolong-

menolong dalam perbuatan positif, antara lain:

N T L S S T PRI S /,E AR TPt R B DI
152515 09l Sy Jo 15505 Y5 583015 1 Je 1555005,

- G4 /—01

Dol s Do) &
Artinya:”...dan  tolong menolonglah kamu dalam (me-
ngerjakan) kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam

berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh,
Allah sangat berat siksa-Nya ”.(QS. Al-Maidah: 2)

Hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa
prinsip bermuamalah, antara lain:

a. Hadits Riwayat Ibnu’ Abbas:

@z

(;Lﬂjgﬁlém\dtagﬁ\J}ﬁjo\waU\ijud\up
Ozl olyy ab 38 3 IS 4z 3 w26

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas RA baahwa Rasullulah SAW
bersabda ‘Orang yang mebambil kembali hibah, seperti Anjing
yang menelan kembali muntahanya”

b. Hadits Riwayat Muslim :
&»M }G/w\éjﬁcuﬂ\u;uﬁmjfv.lwu;ﬁuﬁ
z} j:.ij\ (b (9 J:Q.S\ (b (9 .uj\ Uj_c 4.U\j (.ML.&J\ (‘j—’ ujf

(bt 019)) ol 03

2" Muhammad Shohib, dkk., Al-Qur’an dan...,h. 142
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Artinya: ““ Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu
kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya
oada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya
selama ia (suka) menolong saudaranya “(HR. Muslim)

Hadits Riwayat Muslim

By andhi e nedb W aeh 15 e 355 3 G B
olay) <23 A acd 5Ll L \Gyak i <X

Artinya: “ Perumpamaan orang beriman dalam kasih
sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang
satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain
akan turut menderita”. (HR. Muslim dari Nu’man bin Basyir)

Hadit Riwayat Muslim:

A o5 o ol U ks 35 0 LIS e 20 0 320

(s

Artinya: “Seorang mukmin dengan mukmin yang lain
ibarat seuag bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang
lain”.(HR. Muslim dari Abu Musa)

Hadits Riwayat at-Tirmidzy:

olyy B ST S s 55 ) b 350 B O 52l

(S5 o9 5 o8 S Al
Artinya: “Kaum muslimin terikat dengan syart-syarta
yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang

halal dan menghalalkan yang haram.”(HR. At-Tirmidzy dari
‘Amr bin ‘Awf)
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f. Hadits Riwayat Ibnu Majah:

8 ATy e Lal o B3l e Bl cpl ol 525 5 Y

(# oF by (el
Artinya: “ Tidak boleh membahayakan (merugikan)
orang lain dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya
(perbuatan yang merugikan). ”(Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah
dari’Ubadah in ash-Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas,
dan Malik dari Yahya)
g. Kaidah Fikih yang menegaskan:

CeEE s D ATV e e e el g e

Artinya: “Pada dasarnya semua bentuk muamalah
boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkanya.’

Memperhatikan :

1. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang
pedoman Umum Asuransi Syariah

2. Penjelasan dari hasil pertemuan PT Syarikat Takaful
Indonesia dengan DSN-MUI Pada tanggal 31 Maret 2010

3. Pendapat dan saran rapat pleno DSN-MUI pada tanggal 3
Rabiul Akhir 1432 H/ 8 Maret 2011 M

MEMUTUSKAN
Dewan Syari’ah  Nasional MUI menetapkan: Fatwa

Pengembalian dana tabarru’ bagi peserta yang berhneti sebelum masa

perjanjian berakhir.
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Pertama: ketentuan umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Dana Tabarru’ adalah iuran atau hibah sejumlah dana
kepesertaan asuransi yang diberikan oleh peserta asuransi
syariah individu kepada peserta kolektif (kumpulan dan
tabarru’ atau tabarru’ pooling fund) sesuai dengan
kesepakatan; dan

Pengembalian Dana Tabarru’ adalah pengembalian sebagian
dana tabarru’ kepada peserta asuransi secara individu karena
berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

Kedua : Ketentuan hukum pegembalian dana tabarru’ bagi

peserta Asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

1.

Peserta Asuransi Syari’ah secara individu tidak boleh meminta
kembali dana tabarru’ yang sudah dibayarkan kepada
perusahaan asuransi sebagai wakil dari peserta asuransi secara
kolektif;

Perusahaan Asuransi Syariah dalam kapasitasnya sebagai wakil
peserta asuransi, tidak berwenang untuk mengembalikan dana

tabarru’ sebagaimana dimaksud dalam butir (1);
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3. Peserta Asuransi Syariah secara kolektif sebagai penerima dana

tabarru’, memilliki kewenangan untuk membuat aturan-aturan
mengenai penggunaan Dana tabarru’, termasuk mengembalikan
dana tabarru’ kepada peserta asuransi secara individu yang
berhenti sebelum masa perjanjian berakhir;

Dalam hal peserta Asuransi Syariah secara kolektif memberikan
kewenangan sebagaimana dimaksud butir (3) kepada perusahaan
asuransi, maka kewenangan tersebut harus dinyatakan secara
jelas sejak akad dilakuakn; dan

Dalam hal perusahaan Asuransi Syariah mendapatkan
kewenangan sebagaimana dimaksud butir (4) dalam
kapasitasnya sebagai wakil dari peserta asuransi secara kolektif,
perusahaan asuransi syariah harus membuat ketentuan-ketentuan
mengenai pengelolaan dana fabarru’ kepada peserta asuransi

secara individu yang behenti sebelum masa perjanjian berakhir.

Ketiga : Ketentuan penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapakan dengan ketentuan

jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan di ubah dan

disempurnakan sebagaimana mestinya.
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Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 81/DSN-MUI/III/2011
tentang:
Pengembalian Dana Tabarru” Bagi Peserta Asuransi Yang
Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir
Ketentuan Umum:
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Tabarru’ adalah iuran atau hibah sejumlah dan
kepesertaan asuransi yang diberikan oleh (kumpulan dana
Tabarru’ Pooling Fund) sessuai dengan kesepakatan; dan

2. Pengembalian Dana Tabarru’ adalah pengembalian sebagian
Dana Tabarru’ kepada peserta asuransi secara individu karena
berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

Ketentuan Hukum Pengembalian Dana tabarru’ bagi peserta
Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir:

1. Peserta asuransi syariah secara individu tidak boleh meminta
kembali dana tabarru’ yang sudah dibayarkan kepada perusahaan
asuransi sebagai wakil dari peserta Asuransi secara kolektif;

2. Perusahaan Asuransi Syariah dalam kapasitasnya sebagai wakil
peserta Asuransi, tidak berwenang untuk mengembalikan Dana

Tabarru’ sebagaimana dimaksud dalam butir (1)
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3. Peserta asuransi Syariah secara kolektif sebagai penerima Dana
Tabarru’ memiliki kewenangan untuk membuat aturan-aturan
mengenai penggunaan Dana Tabarru’ termasuk mengembalikan
dana Tabarru’ kepada peserta asuransi secara individu yang
berhenti sebelum masa perjanjian berakhir;

4. Dalam hal peseerta Asuransi Syariah secara kolektif memberikan
kewenangan sebagaimana dimaksud dalam butir (3) kepada
perusahaan Asuransi, maka kewenangan tersebut haarus
dinyatakan secara jelas sejak aka dilakuka; dan

Dalam hal perusahaan Asuransi Syariah mendapatkan
kewenangan sebagaimana dimaksud butir (4) dalam kepastianya
sebagai wakil dari peserta asuransi secara Kkolektif, Perusahaan
Asuransi  Syariah harus membuat ketentuan-ketentuan mengenai
pengembalian dana tabarru’ kepada peserta asuransi secara individu
yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.?

Dalam memutuskan fatwa, DSN-MUI selalu berpegang
berdasarkan nash-nash Al-Qur’an, As-Sunnah dan ijma. Asuransi
Syariah sebagai sarana alternatif bagi muslimin merupakan sebuah

jawaban akan pentingnya umat Islam menerpakan ekonomi syariah di

28 Kementrian Agama, Himpunan Fatwa... h. 558-563
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setiap kehidupan. Setiap akad dan prosedur yang dilakukan oleh
perusahaan Asuransi Syariah tidak terlepas dengan aturan yang dibuat
oleh komisi DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang merupakan sebuah
lembaga yang mengatur dan mengawasi praktik perbankan dan asuransi
syariah. Pertimbangan DPS dalam mengatur praktik-praktik lembaga
keuangan syariah tidak terlepas dari fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI.

Dapat disimpulkan bahwasanya fatwa merupakan jawaban
atas permasalahan yang ada dalam praktik asuransi syariah saat ini.
pertimbangan dewan syariah nasional dalam menetapkan fatwa bahwa
pengembalian dana tabarru’ bagi peserta asuransi yang berhenti
sebelum masa perjanjian berakhir tidak di perbolehkan apabila peserta
individu tersebut menjadi sebagai wakil dari peserta kolektif, peserta
kolektif memiliki kewenangan untuk membuat kewenangan unutk
membuat  aturan-aturan  mengenai dana  tabarru’, termasuk
pengembalian dana tabarru’ pada saat underwriting. Jadi, pengembalian
dana tabarru’ di perbolehkan asalkan sesuai dengan perjanjian dalam
underwriting antar peserta dan perusahaan, dan bukan sebagai wakil
dari peserta kolektif. Karena ketentuan pengembalian dana tabarru’
adalah hak dari peserta kolektif sesuai dengan poin kedua nomor 3,4

dan 5 dalam fatwa DSN-MUI Nomor 81.
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Dalam menyusun fatwa ini DSN-MUI melakukan metode
pendekatan berupa kontekstual ayat Al-Quran dan Hadits atau nash
gath’i dan metode istinbathi, serta memperhatikan maslahah ‘ammah
dan maqashid al-syar iyah. Ayat Al-Qur’an dan Hadits yang digunakan
sebagai sandaran fatwa ini diantaranya adalah Al-Maidah ayat 1 dan 2,
An-Nisa ayat 58 dan 29 sedangkan Hadits yang digunakan adalah
hadits tentang melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di
dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dna
Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong
saudaranya. Tidak boleh membahayakan (merugikan) orang lain dan
tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya (perbuatan yang
merugikan). Juga kaidah figh yang menegaskan “pada dasarnya semua
bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang
mengharamkannya.” Konsep harta dalam ekonomi syariah adalah
dimana harta tidak boleh diam, maksudnya adalah harta harus di
kembangkan untuk memperoleh manfaat agar distribusi harta bisa

tercapai.



